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A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada table berikut: 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 alif tidak ا
dilambangkan 
tidak dilambangkan 
 ba b be ب
 ta t te ت
 (ṡa ṡ es (dengan titik diatas ث
 jim j je ج
 (ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah ح
 kha kh kadan ha خ
 dal d de د
 (zal z zet (dengan titik diatas ذ
 ra r er ر





 sin s es س
 syin sy esdan ye ش
 (ṣad ṣ es (dengan titik dibawah ص
 (ḍad ḍ de (dengan titik dibawah ض
 (ṭa ṭ te (dengan titik dibawah ط
 (ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah ظ
 ain  apostrof terbalik„ ع
 gain g ge غ
 fa f ef ف
 qaf q qi ق
 kaf k ka ك
 lam l el ل
 mim m em م
 nun n en ن
 wau w we و
 ha h ha ه





 ya y ye ى
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda  
   ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 
tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 fatḥah a a َا
 kasrah i i اََ
 ḍammah u u َا
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 fatḥah dan y    ai a dan i يََ






يفك  : kaifa 
 haula : ٌُ ل
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
tanda 
Nama 
 fatḥah dan alif atau y      a dan garis di .… َا / …يََ
atas 
 kasrah dan y  ī I dan garis di ي
atas 




 m ta : ما ث
  ram : رمّ
 qīla : قيم







Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 
atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). 
sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah (h). 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah di ikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu di transliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  
 rauḍah al-aṭf l : رَ ضت اال طفا ل
 al-madīnah al-f ḍilah : انمديىت انفا ضهت
 rauḍah al-aṭf l :  انحكمت
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydīd  ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang di beri tanda syaddah. 
Contoh: 
  rabban : ربىا
  najjain : وجيىا
 al-ḥaqq : انحق
 nu”ima : وعم
 duwwun„ : عدَ
Jika huruf ِ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 






 (Ali  bukan „Aliyyatau „Aly„ : عهي
 (Arabī  bukan „Arabiyyatau „Araby„ : عربي
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan hurufال 
 alif lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-,baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsyiah maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garismen datar( - ). 
Contoh : 
 (al-syamsu (bukanasy-syamsu : انشمس
 (al-zalzalah (az-zalzalah : انزانز نت
 al-falsafah : انفهسفت
 al- bil du : انبالد
7. Hamzah. 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof  „ ) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletah di 
awal kata, ia tidak di lambangkan, karena dalam tulisan Arab iaberupaalif. 
Contoh : 
 ta‟murūna : تامرَن
 ‟al-nau : انىُع
 syai‟un : شيء
 umirtu : امرث
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 





yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 
kata al-Qur‟an  dari al-Qur‟ n), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 
kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di 
transliterasi secara utuh. Contoh: 
FīẒil l al-Qur‟ n 
Al-Sunnahqabl al-tadwīn 
 9. Lafẓ al-jalālah (هللا ) 
Kata “Allah” yang di dahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍ ilaih  frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
 bill hبا هللاdīnull hديه هللا
Adapun tā’marbūṭah di akhir kata yang disandarkankepadalafẓ al-jal lah, 
ditransliterasidenganhuruf (t).contoh:  
في رحمت انهٍٍم   hum fīraḥmatill h 
 10. HurufKapital 
Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap dengan huruf awal 
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 





). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang di 
dahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 
catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh: 
Wa m  Muḥammadun ill  rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi‟a linn si lallaẓī bi bakkata mub rakan 
Syahru Ramaḍ n al-lażī unzila fih al-Qur‟ n 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Far bī 
Al-Gaz lī 
Al-Munqiż min al-Ḋal l 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) danAbū 
(bapakdari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka ke dua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:  
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd Muḥammad  bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥ mid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥ mid  bukan: 
Zaīd, Naṣr Ḥ midAbū). 
B. Daftar Singkatan 
 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
SWT.  : subḥ nahū wa ta‟ l  
SAW.  : ṣallall hu „alaihi wasallam 
M  : Masehi 
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imran/3: 4 









NAMA  : Suryadi Bata Ahmad  
NIM  : 10400113073 
JUDUL :Sistem Kontrak Kerja antara Karywan dan Perusahaan 
Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam. (Studi di 
PT Citra Van Titipan Kilat)  
Sistem kontrak kerja atau perjanjian kerja adalah sebuah dasar terjadinya 
hubungan kerja. Dalam melakukan hubungan pekerjaan pasti ada pihak yang 
memberi kerja dan juga tenaga kerja. secara tidak langsung keduanya 
menimbulkan hubungan perikatan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. 
Diperjelas adanya keputusan menteri No.100 Tahun 2004 dan pasal 50 undang-
undang ketenagakerjaan  yang menyatakan bahwa hubungan hubungan kerja 
terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan karyawan. 
Permasalahan yang diteliti di PT Citra Van Titipan Kilat adalah: Sistem kontrak 
kerja atau perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan. 
Dalam permasalahan yang diteliliti di PT Citra Van Titipan Kilat ini 
terdapat dua rumusan masalah. 1) bagaimana sistem kontrak kerja antara 
karyawan dan perusahaan di PT Citra Van Titipan Kilat ditinjau dari Undang-
undang ketengakerjaan. 2) bagaimana sistem kontrak kerja antara karyawan dan 
perusahaan dintinjau dari Hukum Islam. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem kontrak kerja atau 
perjanjian kerja antara karyawan dan persuahaan di PT Citra Van Titipan Kilat. 
Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif. Data-data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang 
diperoleh dengan mengumpulkan data-data yang relevan dengan permasalahan 
dalam penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kontrak kerja atau perjanjian 
kerja di PT Citra Van Titipan Kilat menggunakan sistem atau perjanjian secara 
tertulis dan tidak tertulis terhadap karyawan. Prinsip yang digunakan ini tidak 
bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Dalam 
hukum Islam tidak memandang dari cara kontrak kerja atau perjanjian itu dibuat, 
baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Islam lebih mengutamakan I‟tikad baik 
dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian kerja, yang mana jika akad 
sudah jelas, rukun dan syaratnya telah terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat 








BAB  I 
PENDAHULUAN 
A.  Latar Belakang 
Islam hadir dimuka bumi mempunyai sistem sosial yang adil dan 
bermartabat.Salah satu sistem yang dimiliki Islam adalah sistem pekerjaan, yang 
didalamnya mencakup diantaranya hubungan majikan-pekerja dan pengupahan. 
Islam memiliki prinsip-prinsip yang memandukan dalam hubungan 
interaksi pekerjaan antara majikan dan pekerja, antara lain prinsip; kesetaraan 
(musawah) dan keadilan.Prinsip  kesetaraan  menempatkan  majikan  dan  pekerja  
pada kedudukan yang sama atau setara, yaitu sama-sama sebagai pihak yang 
langsung membutuhkan dan menyerahkan apa yang dimiliki baik dalam bentuk 
tenaga maupun upah. Pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing 
didasarkan pada asas kesetaraan, sebagaimana Allah berfirman dalam QS Al-
hujurat Ayat 13: 
                                 
               
Terjemahnya: 
“ Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 
taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Mengenal.(Al-Hujurat:13) 
Bahwasanya manusia pada hakikatnya adalah dari asal keturunan satu dan 
Allah menciptakannya berpasang-pasangan dan tidak membedakan derajat antara 
satu sama lainnya melainkan untuk saling berkenal-kenalan 






menguntungkan satu sama lainnya sehingga terciptalah hak dan kewajiban 
masing-masing didasarkan pada asas kesetaraan martabat manusia. 
Prinsip keadilan sebagaimana firman Allah dalam QS Al-A‟raaf Ayat 29 : 
                                 
            
Terjemahnya: 
”Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". dan 
(katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di Setiap sembahyang dan 
sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. 
sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan demikian 
pulalah kamu akan kembali kepadaNya". (Al-Araaf:29).
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Konsep kesetaraan dan keadilan semestinya mengantarkan majikan dan 
pekerja kepada tujuan yang diharapkan.Tujuan yang diharapkan pekerja adalah 
upah yang memadai dan kesejahteraan, sedangkan tujuan dari majikan adalah 
berkembangnya   usaha.Tujuan   kedua   belah   pihak   menjalankan   tugas   dan 
kewajibannya dengan baik. 
Dalam menempatkan suatu kedudukan antara majikan dan pekerja haruslah 
pada  kedudukan  yang  setara,  keduanya  saling  membutuhkan  satu  dengan  
yang lainnya.
2
 Hubungan keduanya adalah kemitraan dalam bekerja, majikan 
adalah orang yang memiliki dana dan membutuhkan tenaga manusia, sementara 
pekerja adalah pemilik tenaga yang memerlukan dana. Keduanya saling 
membutuhkan, karenanya harus diatur agar masing-masing dari keduanya 
menjalankan tugasnya dengan baikdan mendapatkan bagiannya secara 
benar.Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Zukhruf ayat 32: 
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Al-Qur‟an dan terjemahnya (Semarang: PT Karya Toha Putra,2007), h. 122 
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                                 
                                
Terjemahnya : 
”Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah 
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, 
dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain 
beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian 




Karena itu, konsep Islam tentang hubungan kerja majikan-pekerja adalah 
konsep penyewaan (ijarah).Konsep penyewaan meniscayakan keseimbangan 
antara kedua belah pihak, sebagai mu’jir (penyewa) dan musta’jir (pemberi sewa). 
Penyewa adalah pihak yang menyerahkan upah dan mendpatkan manfaat, 
sedangkan  mu‟jir adalah pihak yang memberikan manfaat dan mendapatkan 
upah. 
 Antara musta’jir dan mu’jir terikat perjanjian selama waktu tertentu sesuai 
kesepakatan. Selama waktu itu pula, kedua belah pihak menjalankan kewajiban 
dan menerima  hak  masing-masing.  Dalam  akad  ijaraah  ini,  musta’jir  tidak  
dapat menguasai mu’jir, karena status mu’jir adalah mandiri dan hanya diambil 
manfaatnya saja. 
 Perusahaan/majikan dengan pekerja/buruh mempunyai hubungan hanya 
sebatas pekerjaan sehingga turn over karyawan/buruh sangat tinggi, artinya 
perputaran pekerja/buruh sangat tinggi. Berbeda dengan konsep Islam yang 
menegaskan bahwa pekerja/buruh adalah saudara perusahaan/majikan, 
artinyaAllah menitipkan/mengamanahkan  dibawah  kekuasaan  
pengusaha/majikan  dengan demikian perusahaan/majikan menanggung amanah 
dari Allah untuk bertanggungjawab pada karyawan/buruh yang kelaparan karena 
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 Konsep pengupahan dalam syariat islam,Menyangkut penentuan upah 
kerja, syariat islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik 
dalam ketentuan Al-quran yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah kerja 
dapat dijumpai dalam QS. surah Ath-Thalaaq ayat 6.
5
 
                            
                                  
                   
Terjemahnya: 
“Tempatkanlah mereka  para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah 
ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 
hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-
anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika 




 pengusaha/pemodal memberikan upah kepada seorang buruh dengan upah 
yang  dianggap  wajar  menurut  mereka  adalah  apa  yang  dibutuhkan  oleh  
seorang buruh,yaitu biaya hidup dengan batas minimum. Mereka akan menambah 
upah tersebut, apabila beban hidup bertambah pada batas paling minim. 
Sebaliknya mereka akan menguranginya,  apabila beban hidupnya berkurang. 
Sehingga menurut mereka, upah seorang buruh ditentukan berdasarkan beban 
hidupnya tanpa memperhatikan jasa (manfaat) tenaga yang diberikannya. 
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 M.Ali Hasan Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (PT Raja Grafindo 
Persada,Jakarta,2004),h.157 
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 Dalam menentukan kata kesepakatan kontrak kerja (Ijarah) antara majikan 
dan pekerja dalam pelaksanaannya di PT.Jalur Nugraha ekakurir menggunakan 
konsep Teori Upah Kontekstual. 
Dalam konsep teori ini tingkat upah dipengaruhi oleh kondisi pekerja, 
kondisi  perusahaan  dan berbagai  faktor  ekonomi  dan  sosial  dalam  
masyarakat.Tingkat upah juga mempengaruhi oleh kualitas dan produktivitas 
pekerja/buruh sebagai wujud dari akumulasi pendidikan, latihan dan pengalaman 
kerjanya.Tingkat upah   juga   dipengaruhi   oleh   kondisi,   perusahaan,   
teknologi   yang   digunakan perusahaan dan kualitas manajemen. 
 Peranan serikat pekerja serta tingkat upah diperusahaan lain dan kebijakan 
pemerinta  dapat  pula  mempengaruhi  tingkat  pengupahan  disuatu  perusahaan. 
Dengan demikian banyak faktor yang mempengaruhi tingkat gaji, kondisi dan 
faktornya berbeda dimasing-masing perusahaan. Jika kondisi dan faktor penentu 
upah persahaan  A  dengan  perusahaan  B  berbeda  maka  upah  juga  berbeda  
meskipun perusahaan  keduanya memproduksi barang yang sama.
7
 
 Tujuan dan kontrol upah ini adalah untuk melindungi pengusaha dan 
pekerja dari eksploitasi  satu  sama  lain,  sehingga  pengusaha  tidak  menurunkan  
upah/gaji mereka, atau karyawan tidak meminta melebihi gaji mereka. 
 Akan tetapi, praktik dan fakta perpekerjaan sekarang ini menunjukan 
hubungan yang tidak seimbang antara majikan dan pekerja. Majikan, karena telah 
memiliki daya tawar yang  lebih besar, sering  memanfaatkan dan mengeksploitasi 
pekerja. Magang, training dan kontrak adalah model-model eksploitasi dan 
tekanan majikan kepada pekerja. 
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B.   Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakng masalah yang telah di uraikan di atas dapat 
dirumuskan pokok permasalahan terkait konsep Islam tentang hubungan kerja 
majikan-pekerja adalah konsep penyewaan (ijarah), sebagai berikut: 
1. Bagaimana Sistem kontrak kerja di PT Citra Van Titipan Kilat ? 
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kontrak kerja 
yang dilakukan antara karyawan dan perusahaan di PT.Citra Van Ttipan 
Kilat  Dalam hal pengupahan ? 
 
C.    Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
 Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian mengenai Sistem 
kontrak kerja antara karyawan dan perusahaan dalam perspektif Hukum 
Islam.Mengenai gambaran fokus penelitian yang hendak penulis teliti pertama 
adalah bagaimana Sistem kontrak kerja PT.Citra Van Titipan Kilat. fokus 
penelitian yang kedua adalah bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap 
pelaksanaan kontrak kerja yang dilakukan antara karyawan dan perusahaan di 
PT.Citra Van Titipan Kilat dalam Pengupahan. 
D.   Kajian Pustaka 
 Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil 
penelitian yang pernah di teliti sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki 
keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Setelah dilakukannya 






1.  Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh saudara Hasan Azis dari 
Fakultas syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang 
berjudul “Konsep perjanjian kerja menurut Hukum Positif dan Hukum 
Islam”.
8
 Dalam penelitian tersebut membahas mengenai konsep 
perjanjian kerja dalam hukum positif dan Hukum Islam yaitu berupa 
library research (penelitian Pustaka), sedangkan penelitian yang 
penulis lakukan membahas mengenai sistem kontrak kerja antara 
karyawan dan perusahaan di PT Citra Van Titipan Kilat perspektif 
Undang-Undang Ketenaga Kerjaan dan Hukum Islam dengan field 
research (penelitian lapangan). 
2.  Penelitian Skripsi oleh saudari Nur Jamilah dari UIN Sunan Gunung 
Jati, Yogyakarta yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
perjanjian kerja menurut undang-undang ketenagakerjaan Nomor 13 
Tahun 2003 dan penerapan perjanjian kerja Menurut Undang-Undang 
ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 di Perusahaan ekspor 
CV.Utama Jati Kudus.
9
 Penelitian ini menjelaskan penerapan 
perjanjian kerja menurut Undang-Undang ketenagakerjaan Nomor 13 
tahun 2003 di perusahaan ekspor CV. Utama jati adalah pembayaran 
upah kepada pekerja adalah tidak di tentukan secara jelas, sehingga 
mengakibatkan pembayaran upah kepada pekerja terjadi pada tingkat 
tertinggi atau terendah, berakhirnya perjanjian kerja disebabkan 
perusahaan dibubarkan atau ditutup dan merubah nama karena 
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 Hasan Azis, ”konsep perjanjian kerja menurut hukum Positif dan Hukum Islam,(Skripsi 
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mengalami kerugian selama 1 tahun, sehingga perusahaan mengurangi 
jumlah karyawan untuk melakukan efisiensi. 
 Dari beberapa penelitian terdahulu yang dijelaskan di atas bahwa 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait Sistem Kontrak Kerja antara 
karyawan dan perusahaan perspektif Undang-Undang Ketenaga Kerjaan dan  
hukum Islam Studi di PT Citra Van Titipan Kilat. Ini di teliti oleh peneliti dengan 
mengangkat masalah yang baru sehingga memperlihatkan perbedaan penelitian 
pada subyek, tempat, dan kerangka teori yang berbeda dari beberapa penelitian 
terdahulu. 
  
E.   Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
a.   Tujuan Penelitian  
 Adapun tujuan dan Manfaat yang ingin di capai dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Tujuan Formal: yaitu sebagai persyaratan untuk melengkapi dan 
memenuhi tugas dalam rangka menyelesaikan studi program strata 
satu (S1) pada Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar. 
2. Untuk mengetahui sistem kontrak kerja antara karyawan dan 
perusahaan di PT.Citra Van TItipan Kilat. 
3. Untuk Mengetahui pandangan Hukum Positif (Undang-Undang 
Ketenaga Kerjaan) dan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan 
kontrak kerja antara karyawan dan perusahaan di PT.Citra Van 






b. Kegunaan Penelitian  
Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang sistem 
kontrak kerja antara karyawan dan perusahaan perspektif Undang-
Undang Ketenaga Kerjaan dan  hukum Islam  di PT.Citra Van 
Titipan Kilat. 
2.  Dapat memberikan sumbangan Pemikiran tentang sistem kontrak 
kerja antara karyawan dan perusahaan  perspektif Undang-Undang 
Ketenaga Kerjaan dan hukum Islam. 




















A. Sistem Kontrak Kerja dalam undang-undang ketenagakerjaan 
1. Pengertian perjanjian kerja  
Jika dilihat dari ketentuan pasal 50 undang-undang No.13 tahun 2003 
tentang ketenagakerjaan menetapkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya 
perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja.
10
 adanya perjanjian demikian 
sangatlah esensial. Pemahaman di atas pada prinsipnya serupa dengan apa yang 
ada di Eropa. Di kebanyakan Negara di eropa dasar atau landasan hukum 
perburuhan dapat ditemukan dalam „perjanjian kerja‟. Di Negara-negara Eropa 
(baik dalam peraturan perundang-undangan maupun Yurisprudensi), perjanjian 
kerja di pahami mencakup tiga elemen inti: pekerjaan, upah dan 
otoritas/kewenangan majikan dengan menerima pembayaran upah.
11
 
Hal di atas juga senada dengan defenisi perjanjian kerja menurut undang-
undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa 
perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau 
pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
12
 
Sementara dalam pasal 1601 A KUH Perdata, perjanjian kerja merupakan suatu 
perjanjian dimana pihak yang satu, pekerja mengikatkan diri untuk bekerja pada 
pihak pengusaha selama waktu tertentu, dengan menerima upah. Dari rumusan 
tersebut, perjanjian kerja harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai 
berikut: 
a) Adanya pekerjaan  
b) Adanya upah yang dibayarkan  
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 Agusmidah, dkk, Bab-Bab tentang Hukum perburuhan Indonesia, (Jakarta:UI 
Press,2012),h..13 
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c) Adanya perintah  
d) Adanya waktu tertentu.13 
2. Bentuk-bentuk perjanjian kerja  
Hubungan kerja adalah hubungan perdata yang didasarkan pada 
kesepakatan antara pekerja dengan pemberi pekerja atau pengusaha.karena itu, 
bukti bahwa seseorang bekerja pada orang lain atau pada sebuah 
perusahaan/lembaga adalah adanya perjanjian kerja yang berisi tentang hak-hak 
dan kewajiban masing-masing baik sebagai pengusaha maupun sebagai pekerja. 
Dalam praktik ini dikenal 2 bentuk perjanjian: 
a. Tertulis  
Diperuntukkan perjanjian-perjanjian yang sifatnya tertentuatau adanya 
kesepakatan para pihak, bahwa perjanjian yang dibuat itu menginginkan dibuat 
secara tertulis,agar adanya kepastian hukum. 
b. Tidak tertulis  
Bahwa perjanjian yang oleh undang-undang tidak disyaratkan dalam 
bentuk tertulis.perjanjian kerja umumnya secara tertulis, tetapi masih ada juga 
perjanjian kerja yang disampaikan secara lisan. Undang-undang No.13 tahun 2003 
ketenagakerjaan membolehkan perjanjian kerja dilakukan secara lisan,dengan 
syarat pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja, yang berisi : 
1. Nama dan alamat pekerja  
2. Tanggal mulai bekerja  
3. Jenis pekerjaan 
4. Besarnya upah (pasal 63 Undang-undang ketenagakerjaan) 
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Perjanjian yang diadakan secara lisan maupun secara tertulis biasanya 




3. Jenis-jenis perjanjian kerja  
Dilihat dari segi jangka waktu pembuatan perjanjian kerja dapat di bagi 
dua jenis, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja 
waktu tidak tertentu (PKWTT) sebagai berikut: 
a) Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) 
Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara 
pekerja dan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu 
dan untuk pekerjaan tertentu.
15
  
 Tidak semua jenis pekerjaan dapat dibuat dengan perjanjian kerja waktu 
tertentu. Pasal 57 Ayat 1 UU 13/2003 mensyaratkan bentuk PKWT harus tertulis 
dan mempunyai dua kualifikasi yang didasarkan pada jangka waktu dan PKWT 
yang didasarkan pada selsesainya suatu pekerjaan tertentu (Pasal 56 Ayat (2)UU 
13/2003). Secara limitatife, Pasal 59 juga menyebutkan bahwa PKWT hanya 
dapat diterapkan untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis, sifat dan kegiatan 
pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu pekerjaan yang sekali 
selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan 
penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama paling lama 3 tahun, 
pekerjaan yang bersifat musiman dan pekerjaan yang berhubungan dengan produk 
baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjagaan.
16
 
b) Perjanjian kerja waktu tidak tertentu  
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 Lanny Ramli, Hukum ketenagakerjaan, (surabaya;Airlangga university Press,2008). 
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 Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), yaitu perjanjian kerja 
antara pekerja  dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja tetap. Masa 
berlakunya PKWTT berakhir sampai pekerja memasuki usia pensiun, pekerja di 
putus hubungan kerjanya, pekerja meninggal dunia. Bentuk PKWTT adalah 
fakultatif yaitu diserahkan kepada pihak untuk merumuskan bentuk perjanjian 
baik tertulis maupun tidak tertulis. Hanya saja berdasarkan pasal 63 Ayat (1) 
ditetapkan Bahwa apabila PKWTT dibuat secara lisan, ada kewajiban pengusaha 
untuk membuat surat pengangkatan bagi pekerja yang bersangkutan. PKWTT 
dapat mensyaratkan masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan dan dalam hal 
demikian, pengusaha dilarang untuk membayar upah minimum yang berlaku. Hal 
ini di jelaskan dalam pasal 60 Ayat (1) dan (2) UU 13/2003 tentang ketegakerjaan. 
4. Ketentuan Hukum Perjanjian Kerja  
Suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu bisa dikatakan 
sebagai suatu perjanjian yang sah dan sebagai akibatnya perjanjian akan mengikat 
sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu agar 
keberadaan suatu perjanjian diakui oleh undang-undang (legally concluded 
contract) haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-
undang. 
Kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian haruslah 
bersepakat setuju dengan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. 
Tidak adanya kekeliruan atau penipuan oleh salah satu pihak. Oleh karena itu 
kesepakatan adalah unsur utama. Kecakapan membuat suatu perjanjian 
maksudnya mereka yang dikategorikan sebagai pendukung hak dan kewajiban 
adalah orang atau badan hukum. Sedangkan suatu sebab yang halal maksudnya 
ialah tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan 





Ketentuan pasal 51 (1) UUK menyatakan bahwa perjanjian kerja dapat 
dibuat secara tertulis maupun lisan. Meskipun demikian, ketentuan pasal 54 (1) 
UUK setidak-tidaknya harus mencakup: 
a) Nama alamat perusahaan dan jenis usaha 
b) Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja  
c) Jabatan atau jenis pekerjaan  
d) Tempat pekerjaan  
e) Besarnya upah dan cara pembayarannya  
f) Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja 
g) Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja 
h) Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat 
i) Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja  
Ketentuan tentang syarat-syarat di atas tidak diperlenkapi secara memadai 
dengan sanksi yang memaksakan pentaatan. Sekalipun begitu, ketentuan 
perundang-undangan di atas setidak-tidaknya mengindikasikan apa yang 
diharapkan termuat dalam perjanjian kerja yang dibuat tertulis. Fakta bahwa tidak 
dipersyaratkan perjanjian kerja dibuat tertulis dilandaskan pemikiran praktikal, 
karena dalam banyak kasus para pihak tidak menuliskan kesepakatan yang dibuat 
antara mereka. Jika perjanjian lisan demikian dinyatakan cacat hukum, maka 
artinya pekerja tidak akan dapat mendapat perlindungan yang layak. 
5. Asas-asas perjanjian kerja 
Asas perjanjian yang terdapat dalam perjanjian, terdiri dari: 
c. Asas kebebasan berkontrak  
Maksud bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja dengan 





tidak bertentangan dengan undan-undang dan perjanjian yang sah berlaku sebagai 
undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
17
 
d. Asas konsensual atau asas kekuasaan bersepakat 
Bahwa perjanjian itu tidak ada sejak tercapainya kata sepakat,antar pihak yang 
mengadakan perjanjian  telah dinyatakan sah jika dalam perjanjian selain telah 
memenuhi 3 syarat, tetapi yang paling utama dan pertama adalah telah terpenuhi 
kata sepakat dari mereka yang membuatnya. 
6. Syarat sah kontrak kerja atau perjanjian kerja 
Mengikat atau tidak mengikatnya suatu kontrak terhadap para pihak yang 
membuatnya tergantung kepada sah atau tidaknya suatu kontrak yang dibuat oleh 
para pihak tersebut. Sah atau tidak sahnya dapat dipastikan dengan mengujinya 
menggunakan instrumen hukum yang terkonkritisasi dalam wujud syarat-syarat 
sahnya suatu kontrak kerja sebagimana diatur secara sistematis dalam buku III 
KUH Perdata yaitu: 
a) Syarat sahnya suatu kontrak kerja sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH 
Perdata; 




Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat-syarat sah 
yang termuat  dalam pasal 1320 KUH perdata: 
1. Kesepakatan atau persetujuan para pihak 
Sepakat yang dimaksud bahwa subyek yang mengadakan perjanjian harus 
bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. 
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Apa yang dikehendaki oleh para pihak yang satu juga dikehendaki pihak yang 
lain. 
2. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian; 
Orang yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada 
asasnya setiap setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap 
menurut hukum. Menurut pasal 1330 KUH Perdata jo.330 KUH Perdata yang 
dimaksud cakap menurut hukum adalah mereka yang berumur 21 tahun atau 
belum berumur 21 tahun tetapi telah kawin atau pernah kawin. 
3. Suatu hal tertentu ; 
Suatu hal tertentu maksudnya adalah sudah ditentukan macam atau jenis 
benda atau barang dalam perjanjian itu. Mengenai barang itu sudah ada atau 
belum ada atau sudah berada di tangan pihak yang berkepentingan pada waktu 




4. Suatu sebab yang halal;  
Terkait dengan pengertian sebab yang halal beberapa sarjana mengajukan 
pemikirannya antara lain Volmar dan Wirjono prodjodikoro, yang memberikan  
pengertian sebab (kausa)sebagai maksud atau tujuan dari perjanjian. Sedangkan 
subekti adalah sebab dari isi perjanjian itu sendiri, dengan demikian kausa 




Selain yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, terdapat syarat lain 
yang mengatur sahnya suatu perjanjian diantaranya pasal 1338 (ayat 3) dan 1339 
KUH Perdata yaitu sebagai barikut; 
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1) Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik 
2) Perjanian mengikat sesuai kepatutan 
3) Perjanjian mengikat sesuai kebiasaan  
4) Perjanjian harus sesuai dengan undang-undang (hanya terhadap yang berifat 
memaksa) 
5) Perjanjian harus sesuai ketertiban umum.21 
7. Kewajiban para  pihak dalam perjanjian kerja  
1. Kewajiban pekerja  
Kewajiban pekerja tidak ditemukan secara konkret rumusannya dalam UU 
No.13 Tahun 2003,selanjutnya dikatakan bahwa pekerja berkewajiban untuk: 
a. Melakukan pekerjaan yang dijanjikan menurut kemampuannya dengan sebaik-
baiknya 
b. Melakukan dengan sendiri pekerjaannya, hanya dengan seizing dari perusahaan 
ia dapat menyuruh orang ketiga untuk menggantikannya 
c. Taat terhadap peraturan mengenai hal melakukan pekerjaannya. 
d. Pekerja yang tinggal dengan pengusaha wajib berkelakuan baik menurut tata 
tertib rumah tangga pengusaha. 
2. Kewajiban pengusaha  
Kewajiban umum dari majikan adanya hubungan kerja adalah memberikan 
upah. Namun jika kita tilik dari regulasi yang ada yaitu undang-undang No.13 
Tahun 2003 kewajiban dari majikan ialah lebih dari membayar upah saja, 
melainkan memberi perlindungan kerja, memberi cuti, perluasan kesempatan 
kerja,dan lain –lain.dalam perihal perlindungan pengupahan, dan kesejahteraan ini 
diatur dalam tersendiri  yaitu BAB X Undang-undang No.13 tahun 2003.  
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B. Kontrak kerja dalam hukum Islam  
1. Pengertian kontrak kerja dalam Islam (Ijarah) 
  Kontrak kerja dalam Islam atau perjanjian kerja dikenal dengan istilahAl-
ijarah, Artinya upah,sewa, jasa atau imbalan. Kata ijarah sendiri berasal dari kata 
Al-ajru yang berarti Al-Iwadlu(pengganti), Dari sebab itu ats tsawab (pahala) 
dinamai (upah).Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah 
sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain-lain.
22
 
  Secara defenisi kontrak kerja dalam Islam atau “Ijarah” adalah suatu jenis 
akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti / imbalan upah.Menurut 
syara’. “Ijarah”  adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan 
pemungutan hasil dari manusia, benda atau binatang.
23
 
  Konsep upah muncul dalam kontrakijarah,  yaitu pemilikan jasa dari 
seorang “ajir”  orang yang mengontrak tenaga ) oleh “musta’jir” ( orang yang di 
kontrak tenaganya ). Ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang di 
sertai dengan kompensasi.Kompensasi atas imbalan tersebut berupa al-ujrah 
(upah). 
Konsep upah juga di temukan dalam surah At-Thalaq ayat 6: 
 
                              
                                 
                   
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„Tempatkanlah mereka  para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah 
ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 
hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-
anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika 




  Dalam ayat diatas menerangkan bahwa upah dapat berbentuk uang, barang 
yang berharga, atau manfaat.Dalam praktiknya ibu yang menyusui terkadang di 
beri upah dengan makanan, pakaian, atau yang lainnya. Terdapat beberapa istilah 
atau pendapat Imam mazhab Fiqh Islam dalam memberikan pendapat tentang 
Ijarah sebagai berikut: 
a. Para ulama dari golongan Hanafiyah berpendapat, bahwa al-ijarah adalah 
suatu transaksi yang memberi faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat 
diketahui kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang di 
sewakan dengan adanya imbalan. 
b. Ulama Mazhab malikiyah mengatakan, selain al-ijarah dalam masalah ini ada 
yang diistilahkan dengan al-kira’ , yang mempunyai arti bersamaan, akan 
tetapi untuk istilah al-ijarah mereka berpendapat adalah suatu aqad atau 
perjanjian terhadap manfaat dari al-adamy (manusia) dan benda-benda 
bergerak lainnya, selain kapal laut dan binatang, sedangkan untuk al-kira  
menurut istilah mereka digunakan untuk aqad sewa-menyewa pada benda-
benda tetap, namun demikian dalam hal tertentu, penggunaan  istilah 
tersebut kadang-kadang juga digunakan. 
c. Ulama syafi‟iyah berpendapat al-ijarah ialahsuatu aqad atas suatu manfaat 
yang dibolehkan oleh  syara‟ dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, 
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dapat diberikan dan dibolehkan menurut syara‟ disertai sejumlah imbalan 
yang diketahui. 
d. Hanabilah berpendapat, al-ijarah adalah aqad atas suatu manfaat yang 
dibolehkan menurut syara’ dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang 
diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya 
iwadah.   
  Dalam hukum perjanjian  Islam,kontrak kerja atau al-ijarah (sewa-
menyewa), “Ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan 
penggantian”, dari pengertian tersebut terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa 
menyewa itu adalah pengambilan manfaat suatu benda, jadi dalam hal ini dengan 
terjadinya peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda 
yang di sewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti 
kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa 
karya pribadi seperti pekerja.
25
 
  Dalam buku Fiqh Muamalah karya Helim karim ijarah mempunyai 
pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau 
imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.
26
 
  Ghufron  A. Mas‟adi dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Muamalah”. 
Kontekstual menjelaskan bahwa Ijarah dapat di bedakan menjadi dua yaitu ijarah 
yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim di sebut persewaan dan 
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  Dari pengertian di atas dapat di pahami bahwa dalam menerjemahkan 
Ijarah tersebut janganlah mengartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil 
manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti luas. Dalam arti luas, Ijarah  
bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan 
memberikan imbalan dalam jumlah tertentu yang dalam hal ini dapat diartikan 
atau di kategorikan kontrak kerja. 
  Ijarah  mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, karena 
kita tidak sanggup mengerjakan dan menyelesaikan urusan kita dengan 
kemampuan kita sendiri. Karena itu kita terpaksa menyewa tenaga atau 
mempekerjakan orang lainyang mampu melakukannya dengan imbalan 
pembayaran yang di sepakati oleh kedua belah pihak atau menurut adat kebiasaan 
yang berlaku.  
  Dalam hubungan ini syariat Islam memikulkan tanggung jawab bagi ke 
dua belah pihak.Pihak pekerja yang telah mengikat kontrak, wajib melaksanakan 
pekerjaan itu sesuai dengan isi kontraknya, dan pihak pengusaha wajib 
memberikan upah atas pekerjaannya.
28
 
2. Landasan Hukum Kontrak Kerja Dalam Islam 
1. Al-Qur‟an  
a. Firman Allah dalam QS At-Taubah  ayat 105. 
                             
             
Terjemahnya: 
“Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta 
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 
dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang 
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 Dalam menafsirkan surat At-Taubah ayat 105, Quraish shihab menjelaskan 
dalam kitabnya  Tafsir Al-Misbah sebagai berikut : 
  “Bekerjalah kamu, demi karena Allah semata dengan aneka amal yang 
saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, 





Para ulama Fiqih juga mengemukakan alasan Sabda Rasulullah SAW. 
Sabda Rasulullah SAW:   
 “Dari Abdullah bin „Umar, ia berkata : “Telah bersabda Rasulullah : 
  




3. Rukun dan syarat kontrak kerja dalam Islam 
1. Rukun Kontrak Kerja (Ijarah) 
  Ijarah  dalam Islam akan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-
rukunnya dan penulis menyimpulkan bahwa rukun ijarah adalah sebagaimana 
yang termaktub dalam rukun jual beli sebagai berikut : 
a. Adanya Ijab dan Qabul 
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  Ijab dan qabul adalah suatu ungkapan antara dua orang yang menyewakan 
suatu barang atau benda, hal ini sesuai dengan pendapat sayyid sabiq bahwa 
:Ijarah menjadikan ijab dan qabul dengan memakai lafadz sewa atau kuli yang 




  Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang 
diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk 
menerimanya.Ijab dan qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan 




  Dari pengertian tersebut ijab qabul terjadi antara dua pihak dengan 
sukarela, dan menimbulkan kewajiban antara masing-masing secara timbale balik, 
hal sesuai firman Allah  dalam surat An-Nisa ayat 29: 
                             




“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara 
kamu.dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya 
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.
34
 (An-Nisa:29) 
b. Adanya dua pihak yang mengadakan akad  
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  Rukun kedua ijarah adalah adanya perjanjian ijarah yaitu adanya akad 
atau orang yang melakukan akad, baik itu orang yang menyewakan atau orang 
yang akan menyewa barang barangnya.  
 Suatu akad akan dinamakan akad sah apabila terjadi pada orang-orang 
yang berkecakapan, objeknya dapat menerima hukum akad, dan akad itu tidak 
terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang  syara‟. Dengan kata lain akad sah 
akad sah adalah akad yang dibenarkan syara‟ ditinjau dari rukun-rukunnya 
maupun pelaksanaannya. 
  Untuk rukun yang kedua ini para ulama sepakat bahwa kedua belah pihak 
yang melakukan akad harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu keduanya 
harus berkemampuan yaitu harus berakal mampu membedakan antara yang baik 
dan yang buruk atau antara yang haq dan yang bathil, maka akadnya menjadi sah 
jika itu terpenuhi.Jika salah satu yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum 
dapat membedakan antara yang haq dan yang bathil, maka akadnya tidak sah
35
. 
 Firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 5: 
                                     




“ Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 
sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang 
dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan 
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  Maksud ayat diatas adalah apabila harta benda tidak boleh diserahkan 
kepada orang yang belum berakal sempurna, maka ini berarti bahwa orang yang 
tidak ahli itu tidak boleh melakukan akad (ijab dan qabul). 
  Dalam artian suatu akad akan batal apabila terjadi pada orang-orang yang 
tidak memenuhi syarat kecakapan atau obyeknya tidak dapat menerima hukum 
akad sehingga dengan demikian pada akad itu terdapat hal-hal yang 
menjadikannya di larang syara’. 
c. Adanya obyek (ma’qud alaih) 
  Rukun yang ketiga adalah harus ada barang yang dijadikan obyek untuk 
akad.Ma‟kud alaih dijadikan rukun karena kedua belah pihak agar mengetahui 
wujud barangnya, sifat, keadaannya, serta harganya. 
  Sesuatu yang dijadikan obyek perjanjian kontrak kerja adalah berupa 
tenaga manusia atau keterampilan, karena tanpa adanya obyek, maka tidak akan 
terwujud suatu akadhal ini untuk menghindati adanya unsure penipuan dalam 
bidang pekerjaan dan pemberian upah. 
  Adanya ma‟qud alaih ini digunakan untuk menghindari terjadinya unsur 
penipuan sebagaimana Islam melarang adanya penipuan dalam hal jual beli, ini 
berlaku juga dalam sewa-menyewa, sebagaimana dalam hadist nabi yang 
berbunyi: 
ر ب ي ع   غ ر 
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  Dalil tersebut mengandung makna jual beli yang mengandung tipu daya 
yang merugikan salah satu pihak karena barang yang di perjual belikan tidak 
dapat di pastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau 
karena tidak mungkin di serahterimakan, dan jika di tafsirkan secara industrial 
dapat diartikan apabila kontrak kerja tidak di ketahui apa jenis pekerjaannya, 
berapa lama waktu yang diberikan serta berapa upah yang akan diberikan kepada 
seorang pekerja dikhawatirkan perjanjian seperti ini akan menimbulkan unsur 
penipuan. 
2. Syarat kontrak kerja (ijarah) 
  Untuk sahnya sewa-menyewa (ijarah) pertama kali harus dilihat terlebih 
dahulu adalah orang yang akan melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut, 
yaitu apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan 
perjanjian pada umumnya. 
  Unsur yang terpenting untuk di perhatikan ialah kedua belah pihak cakap 
bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan yang 
baik dan yang buruk atau haq dan bathil (berakal). Imam Syafi‟I dan Imam 
Hanbali menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa (baligh), perjanjian sewa-
menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka adalah 
tidak sah, walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yag 
baik mana yang buruk (berakal).
38
 
  Sedangkan menurut Chairuman Pasaribu dan suhrwardi dalam buku 
Hukum perjanjian dalam Islam menjelaskan bahwa untuk sahnya perjanjian sewa-
menyewa (ijarah)harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
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a. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-
menyewa.maksudnyakalau di dalam perjanjian sewa-menyewa itu terdapat 
unsur paksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah. 
Firman Allah  dalam QS An-Nisa ayat 29: 
                             
                           
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan dasar suka sama-suka di antara kamu.dan janganlah 




b. Harus jelas dan terang mengenai obyek yang di perjanjian  
 Maksudnya harus jelas dan terang obyek yang sewa menyewa, yaitu 
barang yang di persewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama 
waktu sewa-menyewa berlangsung dan besarnya uang sewa yang di perjanjikan). 
  Dalam hal kontrak kerja termasuk juga jelas dalam hal suatu pekerjaan 
yang akan dikerjakan, upah yang akan di terima, masa waktu bekerja dan lain 
sebagainya. 
c. Obyek sewa menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya  
 Maksudnya kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas, dan dapat 
dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) barang 
tersebut, andainya barang itu tidak dapat digunakan sebagaimana yang di 
perjanjikan maka perjanjian itu dapat dibatalkan. 
  Dan dalam hal kontrak kerja dapat diartikan hasil suatu pekerjaan yang 
telah dikerjakan itu sesuai dengan yang telah di perjanjikan sebelumnya, sehingga 
pengusaha merasa tidak dirugikan. 
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d. Obyek sewa menyewa dapat diserahkan. 
 Maksudnya barang yang diperjanjikan dalam sewa menyewa harus dapat 
diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan, dalam hal kontrak kerja dapat 
diartikan sebagai suatu pekerjaan tersebut harus sesuai dengan perjanjian yang 
telah disepakati antara kedua pihak. 
e. Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang di bolehkan dalam 
agama. 
  Perjanjian sewa menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan 
oleh ketentuan Hukum agama adalah tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. 
Dalam hal kontrak kerja semisal orang menyewakan seseorang untuk membunuh 
seseorang secara aniaya itu akan menjadikan Ijarah batal, karena upah yang 
diberikan adalah penggantian dari yang diharamkan, dan nasuk dalam kategori 
memakan uang hasil pekerjaan yang dilarang oleh agama. 
4. Hal-hal yang Membatalkan kontrak kerja dalam Islam 
  Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa ijarah adalah merupakan 
perjanjian yang lazim, di mana masing-masing pihak yang terikat dalam 
perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan pejanjian (tidak 
mempunyai hak pasakh), karena jenis perjanjian termasuk kepada perjanjian 
timbal balik. 
  Bahkan jika salah satu pihak (yang menyewakan atau penyewa) meninggal 
dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal, asalkan saja yang 
menjadi obyek perjanjian sewa menyewa masih tetap ada. Sebab dalam hal salah 
satu pihak meninggal dunia maka kedudukannya di gantikan oleh ahli waris, 
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  Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa menyewa 
(Ijarah)adalah di sebabkan hal-hal sebagai berikut:
42
 
1. Terdapat cacat pada barang yang disewa. 
  Maksudnya bahwa barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa 
terdapat kerusakan ketika sedang berada ditangan pihak penyewa, yang mana 
kerusakan itu diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya karena 
penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan barang tersebut. 
  Dalam hal pekerjaan ini dapat diartikan bahwa seorang pekerja lalai dalam 
melakukan pekerjaan sehingga fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk bekerja 
mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh pekerja itu sendiri. 
2. Rusaknya barang yang disewakan. 
  Maksudnya barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa 
mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan 
lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan. 
  Dalam hal kontrak kerja penulis mengartikan bahwa seorang pekerja 
mendapatkan suatu pekerjaan yang telah dijanjikan sebelumnya, semisal seorang 
sopir dijanjikan akan mendapatkan mobil yang bagus tetapi kenyataannya 
mendapatkan mobil yang rusak sehingga tidak dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
3. Rusaknya barang yang diupahkan. 
  Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa 
menyewa mengalami kerusakan, karena dengan rusaknya atau musnahnya barang 
yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi 
lagi. 
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  Dalam ha kontrak kerja penulis mengartikan bahwa seorang pengusaha 
akan mengakhiri perjanjian apabila hasil karya seorang pekerja mengalami 
kerusakan atau tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya 
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan. 
Dalam hal ini dimaksudkan, bahwa apa yang menjadi tujuan perjanjian 
sewa menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa menyewa telah berakhir 
sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak. 
  Dalam hal kontrak kerja penulis mengartikan bahwa masa perjanjian itu 
telah habis, maka perjanjian dipandang telah berakhir dan tidak berlaku lagi untuk 
masa berikutnya sebelum melakukan perjanjian baru. 
5. Adanya udzur. 
  Maksudnya adanya udzur adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak 
mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya.Semisal seorang pekerja telah 
mengikatkan dirinya kepada untuk bekerja, tapi setelah waktu pelaksanaan pabrik 
tersebut ternyata belum bisa dipergunakan, maka pihak pekerja dapat 
membatalkan perjanjian tersebut. 
  Adanya kebolehan memfasakh Ijarah(memutuskan perjanjian)karena 
adanya udzur ini disepakati oleh para penganut mazhab hanafi yang mengatakan 




5. Karyawan dalam Hukum Islam 
 Karyawan atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima 
upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan dipadankannya istilah pekerja 
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dengan buruh merupakan kompromi setelah dalam kurun waktu yang amat 
panjang, dua istilah tersebut bertarung untuk diterima oleh masyarakat.
44
 
 Islam adalah Agama  rahmtan lil alamin, artinya Islam adalah rahmat bagi 
sekalian alam. Dengan kata lain, tak ada secuilun dimuka bumi ini yang tidak 
diatur dan di perhatikan dalam islam. Demikian juga untuk konteks hukum 
perburuhan.Beberapa teks ayat suci Al-Qur‟an. Hadist maupun perjalanan sejarah  
kehidupan masyarakat islam banyak yang menyinggung masalah perburuhan baik 
langsung maupun tak langsung. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 286 misalnya yang 
menjadi pijakan bagi buruh untuk mendapat hak beristirahat : 
                                      
                                        
                                 
       
Terjemahnya: 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya.ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 
dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau 
hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, 
janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana 
Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, 
janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami 
memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. 
Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang 
kafir". (QS.Al-Baqarah ayat-286) 
45
 
 Dalam tataran hadist, pernyataan Rasulullah Saw tentang bayarlah upah 
buruhmu sebelum keringatnya kering pasti sudah akrab di telinga kita. Jadi buruh 
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6. Hak-hak dan kewajiban karyawan/buruh  dalam Islam 
  Hak-hak buruh yang wajib di penuhi oleh pemberi kerja atau perusahaan 
adalah sebagai berikut : 
a. Buruh berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati 
kehidupan yang layak. 
b. Buruh tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya  
c. Mereka harus diperlakukan dengan baik dan sopan dan dimaafkan jika 
mereka melakukan kesalahan selama bekerja. 
d. Buruh harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika sakit dan membayar 
biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu. 




Kewajiban para buruh harus jelas supaya dapat bekerja dengan 
semestinya. Adapun yang menjadi kewajiban buruh yaitu:  
a. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau pekerjaan 
tersebut merupakan pekerjaan yang khas. 
b. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian. 
c. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti. 
d. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakan 
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7. Ketentuan Kerja Karyawan dalam islam 
1. Bentuk pekerjaan  
  Bentuk pekerjaan yang akan dilakukan hukumnya harus halal. Artinya 
seorang pekerja tidak boleh menerima pekerjaan yang jelas dilarang oleh islam. 
Demikian pula jika seorang majikan harus menyediakan pekerjaan yang 
diperbolehkan atau tidak ada larangan syara‟ terhadap perbuatan tersebut.Selain 
itu jenis pekerjaan tidak boleh menentang peraturan yang ditetapkan oleh 
Negara.Tenaga kerja harus mencurahkan tenaganya sesuai kesepakatan serta 
sesuai dengan kapasitas yang wajar (sesuai dengan kemampuannya). 
2. Waktu kerja  
  Kontrak kerja terhadap seorang pekerja terkadang ada yang harus 
disebutkan waktunya dan kadang hanya disebutkan jenis pekerjaan yang 
dikontrakkan saja.Apabila dalam waktu kontrak kerja terjadi halhal yang tidak 
diinginkan, maka salah satu dari kedua belah pihak tidak dapat membubarkan 
kontrak.Sehingga pekerja harus melaksanakan pekerjaan selama masa kontrak 
yang telah disepakati bersama. 
3. Gaji/Upah  
  Gaji atau upah diberikan pekerja harus disebutkan pada saat akad, 
Demekian pula jumlahnya.Selain itu Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan 
pemberian upah sesegera mungkin atas jasanya mengerjakan sesuatu pekerjaan. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa seorang pekerja akan menerima upah atau 
pembayaran yang besarnya sesuai yang disebutkan dalam akad. Upah tersebut 
diberikan pada saat yang ditentukan seperti: harian, mingguan, atau bulanan.  
  Selain itu manfaat disebutkan upah pada saat akad adalah mengantisipasi 





yang terlalu tinggi di luar batas kewajaran yang hal itu diluar kemampuan 
perusahaan atau penyewa tenaga kerja.
49
 
8. Sistem Penetapan upah Dalam Islam 
  Menyangkut penentuan upah kerja, syari‟at Islam tidak memberikan 
ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan Al-Qur‟an maupun sunnah 
Rasul. Secara umum sistem penetapan upah dalam islam dapat di rumuskan 
sebagai berikut:  
1. Upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai. 
Ketentuan akad kontrak kerja harus jelas berapa besar upah (gaji) yang 
akan diberikan oleh majikan kepada pekerjanya. Dasar dari keharusan adanya 
kejelasan dalam besaran upah yang akan diberikan dalam akad kontrak kerja 
adalah dari Hadist.
50
 Rasulullah SAW. Memberikan contoh yang harus di jalankan 
kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekera sebelum mereka 
memulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah SAW. Bersabda : 
ي   ر  ر   أ ج  ت أ ج  ااس  ير  ٍ أ ج  ه م   م ه   ف ه ي ع 
Artinya: 
“Barangsiapa yang mempekerjakan seseorang hendaklah ia 
memberitahukan upahnya”   HR. Al-Baihaqi dan Ibn Syaibah).
51
 
Dalam hadist tersebut Rasulullah SAW. Telah memberikan petunjuk, 
supaya majikan atau yang hendak mempekerjakan terlebih dahulu memberikan 
informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia 
mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang 
diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta 
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memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan 
sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan atau yang 
mempekerjakan. 
2. Membayar upah sebelum keringatnya kering. 
Dalam Al-Qur‟an dan Hadist Rasulullah SAW. Menganjurkan seorang 
majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan 
pekerjaannya.Rasulullah SAW Bersabda : 
 





….                          
 
Terjemahnya: 
…kemudian jika mereka menyusukan  anak-anak)mu untukmu Maka 
berikanlah kepada mereka upahnya… QS.At-Thalaq ayat 6)
53
 
Maksud dari Al-Quran dan Hadist tersebut adalah bersegerahlah 
menunaikan hak si pekerja setelah selesai pekerjaannya, begitu juga bisa 
dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap hari atau setiap 
bulannya. Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau 
kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami 
keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun, umat Islam 
diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan 
kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan.Dalam kandungan dari 
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al-qur‟an dan hadist tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa 
jika mempekerjakan seorang pekerja hendaklah memberikan upah dari hasil 
pekerjannya tersebut sesegera mungkin. Sehingga kedua belah pihak tidak ada 
yang saling mendzholimi atau merasa akan dirugikan satu sama lain.  
3. Memberikan upah yang adil. 
 Seorang majikan tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap kelompok 
pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah 
ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. 
Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa 
adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Adil adalah hal yang mudah diucapkan 
tapi sulit untuk di implementasikan. Uzair menegaskan bahwa satu filosofi 
islamyang paling penting dalam masalah upah atau gaji adalah.
54
 Keadilan dalam 
Islam dikategorikan menjadi dua yaitu:  
a. Adil bermakna jelas dan transparan, Artinya sebelum pekerja dipekerjakan 
harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Hal tersebut 
meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya. 
b. Adil bermakna proporsional Adil bermakna proporsional artinya, pekerjaan 
seseorang harus dibayar menurut berat pekerjaan tersebut. 
Prinsip keadilan dalam islam tercantum  firman Allah dalam QS. Al-
Jaatsiyah ayat 22,  sebagai berikut :   
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“ Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang 
benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang 




Menurut Afazlur Rahman ayat diatas menjelaskan tentang upah yang layak 
kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses 
pekerjaannya. Jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh 
berkurangnya sumbangsih mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan 
penganiayaan. Ayat tersebut memperjelas bahwa upah setiap orang harus di 
tentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama produksi dan 




Al-Faruqi juga menegaskan bahwa islam berprinsip bayaran yang sama 
akan diberikan pada pekerjaan yang sama, tidak ada pekerjaan yang tidak dibayar. 
Sedangkan maududi juga menegaskan bahwa kebijakan gaji berbeda 
diperbolehkan untuk pekerjaan yang berbeda.Islam menghargai keahlian dan 
pengalaman. Gaji boleh saja berbeda dari tempat yang satu ke tempat yang lain 
dan tergantung pada kondisi ekonomi dan iklim suatu tempat, tetapi perbedaan 





4. Memberikan Upah yang layak  
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Pemberian upah karyawan itu hendaknya memenuhi konsep kelayakan. 
Layak yang dimaksud di sini yaitu dilihat dari tiga aspek yaitu, mencukupi  
pangan ( makanan), sandang (pakaian), papan (tempat tinggal). Selain itu upah 
yang akan diberikan harus layak sesuai pasaran, dalam artian tidak 
menguranginya. Allah Swt, Berfirman dalam QS. Asyua‟ra Ayat :183. Sebagai 
berikut:  
                         
 
Terjemahnya:  
”Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah 




Ayat di atas bermakna bahwa janganlah kamu merugikan orang lain, 
dengan cara mengurangi hak-hak yang harus diperolehnya. Dalam pengertian 
yang lebih jauh, hak-hak dalam gaji bermakna bahwa janganlah membayar gaji 
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A. Jenis dan lokas ipenelitian 
1. Jenis Penelitian 
Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian lapangan (field 
research). Penelitian ini memberikan gambaran situasi dan kejadian secara 
sistematis, utuh dan actual mengenai faktor-faktor dan sifat-sifat yang saling 
mempengaruhi serta menjelaskan hubungan dari permasalahan yang sedang 
di teliti. 
2. Lokasi penelitian 
Penelitian ini dilakukan di PT.Citra Van Titipan Kilat dengan obyek 
penelitian sistem dan pelaksanaan kontrak kerja antara karyawan dan 
perusahaan perspekstif Undang-Undang Ketenaga Kerjaan dan  Hukum 
Islam. 
B. MetodePendekatan 
  Pendekatan yang dilakukan yaitu field research/ penelitian lapangan yang 
bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan 
interaksi lingkungan suatu obyek 
C. Sumber Data  
  Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, 
primer dans sekunder: 
1. Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber 
pertama berdasarkan penelitian lapangan dengan cara wawancara yaitu  
proses Tanya jawab antara dua orang atau lebih, bertatap muka dengan 






2. Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari berbagai sumber, seperti 
Undang-undang, Buku, majalah, jurnal, karya ilmiah, Internet, dan 
berbagai sumber lainnya. 
D. MetodePengumpulan Data  
Penelitian ini adalah field research, maka data penelitianini di peroleh 
dengan berbagai cara yaitu: 
1. Wawancara yaitu situasi peranantar pribadi bertatap muka (face to 
face) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-
pertanyaan yang di rancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang 
relevan dengan masalah penelitian kepada seorang 
responden.
59
Wawancara dilakukan secara langsung dengan beberapa 
pihak di PT.Citra Van Titipan Kilat yang berkompeten memberikan 
informasi/keterangan atas keahliannya dan pengalamnnya. 
2. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat 
dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturandankeputusan ), 
gambaran atau karya-karya yang monumental yang bersangkutan. 
3. Observasi yaitu metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan 
pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat 
atau mengamati individu atau sekolompok secara langsung. 
E. Instrumen penelitian 
Instrument atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri.Oleh karena itu 
peneliti sebagai instrument juga harus “divalidasi”.Adapun alat-alat yang harus di 
siapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut : 
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1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari 
informan  yang berupa daftar pertanyaan. 
2. Pedoman observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisis 
dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku 
dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara 
langsung.  
3. Buku catatan atau alat tulis berfungsi untuk mencatat semua 
percakapan dengan sumber data. 
4. Tape recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan atau 
pembicaraan dengan informan.  
5. Kamera berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan 
pembicaraan dengan informan. 
F. Teknik  Pengolahan  dan  Analisis  Data. 
1. Data penelitian diolah dan Deskriptif yang pada umumnya digunakan 
dalam menguraikan, mengutip, atau memperjelas bunyi peraturan 
perundang-undangan dan uraian umum. 
2. Koperatif yaitu pada umumnya digunakan dalam bentuk 
membandingkan perbedaan pendapat terutama terhadap materi yang 
mungkin dapat menimbulkan ketidaksepahaman serta dapat 
menimbulkan kerancuan.  
3. Menarik kesimpulan/verifikasi adalah suatu tinjauan ulang pada catatan 
lapangan/kesimpulan dapat di tinjau sebagai mana yang muncul dari 
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A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah singkat PT.Citra Van Titipan Kilat (TIKI) 
PT.Citra Van titipan Kilat didirikan pada tanggal 1 september 1970 oleh 
H.Soeprapto soepono dan Ibu Hj. Nuraini dengan nama CV.Titipan Kilat yang 
beralamat di jalan Raden saleh Raya No.2 Jakarta Pusat. Awal berdirinya 
perusahaan ini terinspirasi oleh adanya aktivitas dan mobilitas tinggi di bandara 
yang menangani banyaknya kiriman paket dokumen. Seiring berjalannya waktu, 
TIKI sudah ada diseluruh Indonesia. Selain kiriman domestik TIKI juga dapat 
melayani kiriman mancanegara. Pada tahun 1990, TIKI membuka divisi 
pengiriman luar negeri yang kemudian menjadi anak perusahaan TIKI yang 
bernama TIKI JNE (Jalur Nugraha Ekakurir).  
Namun kemudian Tiki JNE memisahkan diri secara manajemen dengan 
TIKI dan Tidak hanya melayani pengiriman luar negeri tetapi juga melayani 
kiriman domestik. Sehingga TIKI dan JNE sudah menjadi Kompetitor resmi 
dalam bisnis jasa pengiriman dalam jasa kiriman. Pada tanggal 31 Desember 
1993, CV Titipan Kilat berubah menjadi perseroan terbatas dan mengganti 
namanya menjadi PT.Citra Van Titipan Kilat. Saat ini TIKI telah mempunyai 
kurang lebih 500 kantor perwakilan yang mampu menjangkau daerah tujuan di 
seluruh wilayah Indonesia da mancanegara. Dengan dukungan ratusan armada dan 










2. VISI dan MISI  
VISI : 
1. Menjadi yang terbaik dalam jasa pengiriman yang melayani masyarakat dan 
mengutamakan kepentingan pelanggan dan masyarakat umum. 
MISI : 
1. Bekerja giat secara professional dengan penuh keyakinan dan dedikasi tinggi 
untuk selalu menjadi yang terbaik. 
2. Kualitas dan sumber daya manusia merupakan kunci sukses dalam 
menjalankan usaha. 
3. Menciptakan bentuk layanan yang inovatif dan berorientasi kepad kebutuhan 
pelanggan. 
4. Penggunaan teknologi modern merupakan syarat mutlak  dalam menjalankan 
roda usaha. 
5. Kepuasaan para pelanggan,mitra usaha, pemerintah, dan masyarakat umum 
sangat diutamakan.  
B. Sistem Kontrak Kerja Di PT Citra Van Titipan Kilat (Tiki) 
1. Dasar Penetapan Perjanjian Kerja di PT CITRA VAN TITIPAN KILAT 
(TIKI) 
Pada Dasarnya pemberi tugas dalam hal ini PT Citra Van Titipan Kilat dan 
penerima tugas adalah tenaga kerja, dalam tahap penerapan pihak ini PT Citra 
Van Titipan Kilat merekrut tenaga kerja kepada beberapa tenaga kerja yang telah 
mendaftarkan dirinya sebagai sebagai calon pekerja, perjanjian kerja dibuat secara 
tegas dinyatakan jangka waktu berlakunya perjanjian apabila pekerja tertentu 
sudah selesai. Menurut KEPMEN NO.100 Tahun 2004 perjanjian kerja waktu 
tertentu adalah perjanjian kerja antara buruh dan pengusaha untuk mengadakan 





Hubungan kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja adalah terikat 
dengan suatu ikatan perjanjian, yaitu sesorang tidak boleh diperbudak, diperluhur, 
maupun di perhambakan, kesepakatan kerja merupakan salah satu sarana dalam 
rangka hubungan industrial yang serasi,aman dinamis dan berdasarkan pancasila. 
Tata cara pembuatan kesepakatan kerja yang ada perlu dilengkapi dengan 
berpedoman isi dan jiwa pancasila. Tujuan dibuatnya perjanjian kerja adalah 
untuk mempertegaskan dan memperjelas hak dan kewajiban, menetapkan secara 
bersama mengenai syarat-syarat kerja berdasarkan Undang-Undang No 13 tahun 
2003 tentang ketenagakerjaan dan peraturan perusahaan sehingga dapat 
mendorong terciptanya hubungan yang harmonis,dinamis dan keadilan, turut serta 
melindungi pihak yang lemah (pekerja) dari kekuasaan pengusaha, guna 
menetapkan pada kedudukan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat 
manusia. Pengumpulan data dan informasi mengenai dasar penetapan pekerja 
digolongkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu dan mengadakan wawancara 
dengan bapak Hasmin Rahman selaku Head Office di PT Citra Van Titipan Kilat  
Cabang Ahmad Yani. 
Berdasrkan keterangan wawancara dari bapak Hasmin rahman tanggal 31 
Oktober 2019 selaku kepala di PT Citra Van Titipan Kilat bahwa sifat pekerjaan 
Karyawan di PT Citra Van Titipan Kilat adalah pekerja yang sementara sifatnya 




Di PT Citra Van Titipan Kilat tidak melakukan masa percobaan. 
Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak hasmin rahman. Pada dasarnya 
dasar penetapan pekerjaan sehingga digolongkan dalam perjanjian kerja waktu 
tertentu yaitu diatur dalam pasal 3 KEPMEN No 100 Tahun 2004 kesepakatan 
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kerja waktu tertentu bahwa penerimaan pekerja di perusahaan merupakan hak dari 
perusahaan, oleh karena itu disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan,
62
 untuk 
dapat diterima menjadi pekerja harus  memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan 
oleh perusahaan. Berdasarkan dari data yang penulis dapatkan dari hasil 
wawancara dengan bapak Hasmin Rahman bahwa sistem kontrak kerja di PT 
Citra Van Titipan Kilat merupakan Golongan pekerja tidak tetap dan pekerja 
tetap. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya masa percobaan kerja. Sehingga 
perjanjian kerja waktu tertentu dengan ketentuan perundang-undangan. Dasar 
pertimbangan perjanjian kerja tersebut termasuk dalam pekerja tidak tetap. 
Kesepakatan perjanjian kerja waktu tertentu di PT Citra Van Titipan Kilat 
tidak bertentangan dengan undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan dilihat dalam pasal 59 ayat ayat 1 dan 2 sebagai berikut : 
a. Ayat 1 : 
Perjanjian kerja waktu tertentu hanhya dapat dibuat untuk pekerjaan 
tertentu yang menurit sifat dan atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam 
waktu tertentu, yaitu: 
1) Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya ; 
2) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalamwaktu yang tidak terlalu 
lama dan paling lama 3 (tiga ) tahun; 
3) Pekerjaan yang bersifat musiman; 
4) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau 
produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 
b. Ayat 2:  
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan   
yang bersifat tetap.  
                                                             





Dari ketentuan diatas dapat dilihat sistem kontrak kerja digolongkan dalam 
perjanjian kerja dalam waktu tertentu di PT Citra Van Titipan Kilat, sudah sesuai 
dengan undang-undang  No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 59 ayat 
1 dan 2. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa semua kebijakan semua 
kebijakan tersebut sesuai dengan dasar penetapan ketentuan hukum yang berlaku 
di Indonesia, yaitu ketentuan Undang-Undang No 13 tahun 2003 pada pasal 59 
ayat 1 dan 2. Serta pada ketentuan pasal 3 ayat (1) dan keputusan Menteri Tenaga 
Kerja Nomor: KEP.100/MEN/2004. Dasar penetapa pekerjaan sehingga 
digolongkan dalam perjanjian kerja untu waktu tertentu dari PT Citra Van Titipan 
Kilat. 
1. Proses sistem perjanjian kerja di PT Citra Van Titipan Kilat 
Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang 
ditentukan  undang-undang, demikan halnya perjanjian-perjanjian kerja waktu 
tertentu yang ada di PT Citra Van Titipan Kilat dalam hal perjanjian kerja 
dilakukan oleh calon pekerja sebagai pihak pekerja dan perusahaan dalam hal ini 
adalah PT.Citra Van Titipan Kilat merupakan perjanjian baku karena perjanjian 
tersebut dibuat oleh sepihak perusahaan dan pihak pekerja tidak diikutsertakan 
dalam pembuatan kesepakatan kerja tetapi pihak pekerja wajib mempelajari isi 
kesepakatan kerja sebelum menandatangani blanko kesepakatan kerja.
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Walaupun perjanjian itu disebut perjanjian baku namun perjanjian tersebut sudah 
mempunyai persyaratan, syarat sah perjanjian sebagaimana disebutkan dalam 
pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: 
a. Sepakat dalam hal ini ditinjau dari adanya perjanjian kerja yang berupa 
syarat persyaratan yang berupa blanko kesepakatan perjanjian kerja yang 
ditandatangani oleh kedua belah pihak. 
                                                             





b. Kecakapan membuat suatu perjanjian, cakap yang dimaksud disini adalah 
para pihak yang membuat perjanjian kerja yaitu antara pekerja dengan pihak 
perusahaan. Pekerja yang dimaksud disini orang yang sudah berumur 21 
tahun dan wanita sudah menikah 18 tahun. 
c. Sesuatu hal yang dimaksud disini adalah obyek perjanjian tertentu dan dapat 
ditentukan dalam hal ini adalah pekerjaan diberikan  kepada pekerja. 
d. Suatu sebab yang hal adalah isi kesepakatan kerja antara PT Citra Van 
Titipan Kilat dengan tenaga kerja tidak dilarang oleh undang-undang dan 
tidak bertentangan dengan susila dan ketertiban umum. 
Jadi PT Citra Van Titipan Kilat syarat-syarat perjanian kerja sudah dibuat 
syaratnya sudah sah demi hukum kesesuaian ini bisa dilihat dengan pasal 1320 
KUH perdata.  
1. Pihak-pihak dalam perjanjian kerja waktu tertentu.  
Dalam clausula pada defenisi dan lampiran kontrak kerja antara PT Citra 
Van Titipan Kilat dengan tenaga kerja menjelaskan bahwa “Pihak pertama” 
berarti perusahaan dan “Pihak kedua” pekerja. 
a. Hak dan kewajiban para pihak  
Dalam isi perjanjian kerja hak dan kewajiban perusahaan dan pekerja/karyawan 
sebagai berikut : 
Pasal 2 
1. Pihak pertama memberikan pekerjaan kepada pihak kedua sebagai karyawan 
bagian……. Dan pihak kedua akan menerima dan melaksanakan pekerjaan 
tersebut. Khususnya mengenai pekerjaan yang harus dan seharusnya 






2. Pihak kedua akan melaksanakan tugas yang dibebankan dengan penuh 
tanggung jawab, disiplin dan tunduk serta patuh pada peraturan pihak 
pertama. 
Pasal 3 
Disamping tugas utama seperti yang dimaksud pasal 2 diatas, pihak kedua 
juga bersedia melakukan pekerjaan untuk kepentingan pihak pertama sekalipun 
pekerjaan menyimpang dari sifat,tempat dan jam kerja biasa. 
Pasal 4  
Pihak perusahaan memberikan jadwal kerja kepada pihak kedua sesuai 
dengan peraturan perusahaan, dengan jam kerja sebagai berikut: 
-Senin sampai jumat  : 07.00-15.30  
-Sabtu   : 07.00-12.00  
-Istirahat  :11.30-12.30  
Pasal 5  
Apabila diperlukan pihak kedua bersedia dimutasi atau dipindahkan dari 
suatu ke bagian yang lain. 
Pasal 6  
1. Pihak pertama memberikan:  
a. Gaji  
b. Uang hadir  
c. Insentif  
2. Pihak kedua tidak berhak atas gratifikasi  
Pasal 10 
Pihak pertama wajib memegang teguh rahasia perushaan dan atau hal-hal 





melaksanakan pekerjaan, demikian pula hanya apabila hubungan pekerjaan 
menurut kesepakatan kerja ini telah berakhir/selesai. 
Pasal 11 
Pihak kedua berjanji dan mentaati peraturan tata tertib dan disiplin kerja 
peraturan lainnya yang ada didalam peraturan perusahaan PT Citra Van Titipan 
Kilat yang berlaku. 
Pasal 12 
1. Apabila pihak kedua tidak masuk kerja karena sakit, maka harus dibuktikan 
dengan surat dokter yang dapat dipertanggung jawabkan. 
2. Apabila pihak kedua tidak masuk kerja karena ada kepentingan keluarga 
yang tidak dibida ditinggalkan, maka harus dibuktikan dengan surat ijin 
tidak masuk kerja. 
Pasal 13 
Pihak kedua selama mengadakan ikatan kerja dengan pihak pertama wajib 
turut serta didalam pengaman perusahaan serta senantiasa menjaga nama baik, 
martabat dan menjunjung tinggi nama perusahaan.  
Pasala 14 
Pihak kedua wajib untuk dapat menjalin suasana hubungan kerja yang baik 
antara sesama rekan kerja, hormat keapada pimpinan serta tidak melakukan 
perbuatan dan tindakan yang tidak terpuji yang dapat menganggu kerja dan 
kelangsungan usaha yang sudah terjalin selama ini. 
Pasal 15 
1. Apabila diperlukan untuk kepentingan pihak pertama, pihak kedua bersedida 
dipindahkan di tempat yang lain.dalam hal demikian pihak perusahaan 





2. Pelaksanaan pemindahan, dilakukan dengan surat yang diterbitkan pihak 
pertama. 
Pada dasarnya hubungan kerja merupakan hubungan yang mengatur 
memuat hak dan kewajiban perusahaan. Hak dan keawajiban masing-masing 
pihak haruslah seimbang. Oleh sebab itu, hakikat  hak pekerja  merupakan 
kewajiban, dan sebaiknya hak pengusaha merupakan kewajiban pekerja. 
1. Kewajiban pekerja  
a. Melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai yang diperjanjikan dengan sebaik-
baiknya (Pasal 1603 KUH Perdata). 
b. Melaksanakan pekerjaan sendiri, tidak dapat digantikan oleh orang lain tanpa 
izin dari pengusaha  (Pasal 1603 a KUH perdata). 
c. Mentaati peraturan dalam melaksanakan pekerjaan pasal 1603 b KUH 
Perdata). 
d. Mentaati peraturan tata tertib dan tata cara yang berlaku di rumah/tempat 
majikan bila pekerja tinggal disana (Pasal 1603dKUH perdata). 
2. Kewajiban pengusaha   
a. Memberikan upah (pasal 88-98 UU ketenagakerjaan). 
b. Memberikan perlindungan hukum (pasal 67-76 UU ketenagakerjaan). 
c. Memberikan istirahat kerja (pasal 79-85 UU ketenagakerjaan). 
d. Memberikan pelatihan, keterampilan kerja atau magang (pasal 9-30 UU 
ketenagakerjaan). 
e. Memberikan mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh 
penghasilan yang layak (pasal 31 UU ketenagakerjaan). 
f. Memberikan jamonan sosial (pasal 99 UU ketenagakerjaan). 






h. Memberikan hak untuk menjadi anggota serikat pekerja (pasal 104 UU 
ketenagakerjaan). 
Hak dan kewajiban perusahaan dengan tenaga kerja sudah disepakati dan 
telah diatur dalam kontrak kerja antara PT Citra Van Titipan Kilat dengan 
Karyawan atau tenaga kerja. PT Citra Van Titipan Kilat berkewajiban untuk 
memberikan pekerjaan dan upah kepada tenaga kerja dan karyawan bersedia 
melaksanakan pekerjaan yang telah disepakati dan bagian yang telah ditentukan 
oleh PT Citra Van Titipan Kilat. Imbalan yang harus ditagih oleh pekerja kepada 
perusahaan. Disamping itu isi perjanjian kerja juga mengatur hak dan kewajiban 
lainnya yang telah disepakati oleh masing-masing pihak yang telah tertuang dalam 
clausula perjanjian kerja waktu tertentu mengacu pada ketentuan undang-undang 
No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.   
C. Pelaksanaan Perjanjian Kerja di PT Citra Van Titipan Kilat Ditinjau Dari 
Undang-Undang Ketenagakerjaan. 
Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja telah diatur dalam 
Kepmen Nomor: Kep.100/MEN/VI/2004 tentang pelaksanaan perjanjian kerja 
waktu tertentu,dan pasal 59 ayat (3) undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan. Hubungan kerja yang ada di PT Citra Van Titipan Kilat juga 
berpedoman pada perjanjian kerja waktu tertentu antara perjanjian kerja waktu 
tertentu PT Citra Van Titipan Kilat dengan tenaga kerja. Hubungan kerja 
bertujuan untuk melancarkan perusahaan baik pegawai yang berstatus tetap 
maupan kontrak adalah sama yaitu saling menghormati kedudukan masing-
masing dan slaing bekerja sama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja 





Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hasmin rahman, pelaksanaan 
perjanjian kerja untuk waktu tertentu di PT Citra Van Titipan Kilat sebagai 
berikut: 
1. Identitas para pihak dalam perjanjian kerja di PT Ctra Van Titipan Kilat  
Perjanjian kerja yang dibuat di PT Citra Van Titipan Kilat dilakukan 
antara pihak perusahaan sebagai pihak pertama dan dengan pihak pekerja sebagai 
pihak kedua. 
2. Mulai dan jangka waktunya perjanjian kerja  
Hubungan kerja  terjadi di PT Citra Van Titipan Kilat dengan tenaga kerja 
terjadi setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak setelah menandatangani isi 
perjanjian kerja. 
3. Tempat Kerja  
Dalam perjanjian kerja pihak pertama menentukan tempat atau bagian 
yang akan dikerjakan atau lokasi kerja bagi pihak kedua untuk bekerja. 
4. Pihak pertama memberikan jadwal kerja. 
Pemberian jadwal kerja ini diatur oleh pihak perusahaan yang mana jadwal 
kerja berdasarkan ketentuan undang-undang. 
Berdasarkan undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan pasal 77 
sebagai berikut.:  
a. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. 
b. Waktu kerja sebagaiman dimaksud ayat (1) meliputi: 
c.  7 (Tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu 
untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau 
d. 8 (delapan) Jam 1(satu) dan 40 (empat Puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 






5. Pihak pertama memberikan upah  
Upah harus deiberikan dalam bentuk uang yang berlaku sebagai alat 
pembayaran yang sah di Indonesia. Jika upah diberikan dalam mata uang asing, 
pembayaran akan dilakukan berdasarkan kurs resmi dari Bank Indonesia pada saat 
pembayaran upah. Upah dapat dikelompokkan berdasarkan komponen, yang 
terdiri upah pokok, upah tetap dan tunjangan tidak tetap. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan bapak Hasmin Rahman PT Citra Van Titipan Kilat uapah 
diberikan pada PT Citra Van Titipan Kilat UMR upah diberikan semua sama 
untuk pekerja waktu tidak tertentu beda dengan pekerja tetap setiap tahun naik 
berkala di PT Citra Van Titipan Kilat.
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 Dalam hubungan kerja yang berdasarkan kepada undang-undang No.13 
Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, berbagai kebijakan dikeluarkan untuk 
memberikan perlindungan upah. Dalam undang-undang No 13 tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan menyebutkan setiap pekerja berhak memeroleh penghasilan yang 
layak bagi kemanusiaan. Maksud dari penghidupan yang layak adalah jumlah 
pendapatan pekerja dari hasil kerjanya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup 
pekerja dan keluarganya secara wajar, yang meliputi makanan, minuman, 
sandang, perumahan,pendidikan,kesehatan, rekreasi dan jaminan haru tua 
kebutuhan hidup secara wajar ini merupakan peningkatan dari kebutuhan hidup 
minimum dan kebutuhan fisik minimum. Oleh karena pemerintah menerbitkan 
UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.   
6. Kesepakatan kerja berakhir. 
Hubungan kerja di PT Citra Van Titipan Kilat dengan tenaga kerja 
berakhir apabila pekerja mengundurkan diri di PT Citra Van Titipan Kilat 
sebelum jangka waktu jika perjanjian kerja belum berakhir maka harus 
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menyerahkan surat pengunduran diri ditandatangani pihak kedua beserta 
atasannya dalam hal ini supervisor. Dengan berakhirnya keepakatan kerja atas 
dasar pengunduran diri oleh pihak kedua, maka pihak kedua tidak akan mennuntut 
uang pesangon atau ganti kerugian berupa apapunkepada pihak pertama” dan 
pasal 7 dalam kesepakatan kerja wakru tertentu akan berakhir apabila:  
1. Jangka waktu kesepakatan kerja berakhir dan kedua belah pihak tidak ingin 
memperbaharui atau memperpanjang kesepakatan kerja. 
2. Pihak kedua memutuskan hubungan kerja dengan permohonan secara 
tertulis yang disampaikan kurang lebih 1 (satu) bulan sebelumnya. 
3. Pihak kedua telah melakukan salah satu perbuatan atau tindakan 
pelanggaran yang tersebut dalam peraturan di PT Citra Van Titipan Kilat. 
Menurut pasal 61 UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, 
berakhirnya perjanjian kerja sebagai berikut: 
A. Perjanjian kerja berakhir apabila  
1. Pekerja meninggal dunia. 
2. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; 
3. Adanya putusan pengadilan atau putusan lembaga penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap; 
4. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian 
kerja,peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat 
menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. 
B. Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau 






C. Dalam hal terjadinya pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja atau 
karyawan menjadi tanggung jawab pengusaha baru,kecuali ditentukan lain 
dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja atau 
karyawan. 
D. Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia ahli waris 
pengusaha dapat merundingkan perjanjian kerja setelah merundingkan dengan 
pekerja atau karyawan. 
E. Dalam hal pekerja meninggal dunia ahli waris pekerja berhak mendapatkan 
hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau 
hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja,peraturan perusahaan, atau 
perjanjian kerja bersama. 
7. Hak dan kewajiban perusahaan dan pekerja. 
Pada dasarnya hubungan kerja merupakan hubungan yang mengatur dan 
memuat hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Hak dan kewajiban 
masing-masing pihak haruslah seimbang. Oleh sebab itu, hakikat “hak pekerja 
merupakan kewajiban pengusaha” , dan sebaliknya “hak pengusaha merupakan 
kewajiban pekerja”. 
 Kewajiban perusahaan PT.Citra Van Titipan Kilat sebagai berikut: 
a. Memberikan pekerjaan pada pekerja.  
b. Memberikan jadwal kerja pada pekerja. 
c. Memberikan upah pada pekerja. 
Adapun kewajiban pekerja di PT Citra Van Titipan Kilat sebagai berikut: 
1. Pekerja melaksanakan tugas yang dibebankan dengan penuh rasa tanggung 
jawab, disiplin dan patuh terhadap peraturan perusahaan. 
2. Pekerja wajib mentaati dan melaksanakan semua peraturan dan tata tertib 





3. Pekerja wajib melaksanakan petunjuk, perintah atau intstruksi yang 
diberikan oleh atasnya. 
4. Pekerja baik sendiri atau bersama-sama wajib menjaga keamanan dan 
keselamatan barang milik persuahaan. 
5. Pekerja wajib menjaga keamanan dan keselamatan sesame pekerja. 
6. Pekerja harus menjaga rahasia perusahaan. 
7. Tempat perjanjian kesepakatan kerja waktu tertentu. 
Kesepakatan kerja waktu tertentu dibuat di PT Citra Van Titipan Kilat 
kesepakatan kerja waktu tertentu antara persuahaan dengan tenaga kerja. 
8. Tanda tangan para pihak dalam pernjian. 
Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja dibuat berdasarkan 
kesepakatan kerja. Dalam artinya pihak  perusahaan sudah menyiapkan blanko 
kesepakatan kerja, pekerja mengisi menandatangani dan blanko tersebut. Apabila 
pekerja tidak menyenangi di PT Citra Van Titipan Kilat maka pekerja berhak 
untuk tidak menandatanganinya. Apabila blanko tersebut ditanda tangani pihak 
pertama dan pihak kedua maka dalam hal ini menyatakan perjanjian kerja waktu 
tertentu yang dibuat sudah sah. 
Jadi pelaksanaan perjanjian kerja di PT Citra Van titipan Kilat sudah 
sejalan dengan Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang 
artinya sudah dilakukan dengan baik, kesesuaian ini bisa kita lihat dalam isi 
perjanjian kerja waktu tertentu dan tidak ada masa percobaan di perusahaan dan 
secara pengupahan dan pengupahan hal ini sesuai dengan pasal 58 ayat 1 dan 2 
Undang-undang tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Berarti PT Citra Van 
Titipan Kilat membuat perjanjian kerja waktu tertentu sudah sah demi hukum. 






a. Kesepakatan kedua belah pihak; 
b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 
c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan 
d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban 
umum,kesusilaan,dan peraturan perundang-undangan yang berlak. 
Dalam perjanjian kerja kerja waktu tertentu di PT Citra Van Titipan Kilat 
dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing untuk pekerja dan pihak persuahaan. 
Perjanjian kerja waktu tertentu di PT Citra Van Titipan Kilat ini sesuai dengan 
peraturan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yan sama.  
D. Analisis dan Pandangan Hukum Islam terhadap sistem kontrak kerja 
antara karyawan dan perusahaan di PT.Citra Van Titipan Kilat (TIKI). 
Manusia adalah makhluk  sosial yaitu makhluk yang berkodrat dalam 
masyarakat. Sebagai makhluk. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya anusia 
memerlukan bantuan dari orang lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. 
Dalam hal ini manusia selalu berhubungan dengan satu sama lain, disadari atau 
tidak mencari penghidupan yang layak menjadi idaman bagi bagi setiap manusia, 
yang memiliki hajat makan, minum dan lain sebagainya dalam memenuhi 
kebutuhan primer. Maka hubungan antar manusia adalah hubungan tukar menukar 
kebutuhan hidup, untuk saling mengambil manfaat yang berguna dalam 
kehidupan manusia, misalnya jual beli, berdagang pinjam-meminjam, menjual 
hasil bumi, bantu membantu dalam menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan 
segala macam adalah wajar untuk mendapatkan rizki yang halal sebagaimana 
yang diperintahkan agama.  
Adanya hubungan dan pergaulan manusia dengan orang lain, akan 
menimbulkan bermacam-macam ikatan alami yang mengikat masing-masing 





mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan selaku makhluk yang mulia dan dalam 
rangka memnuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat materiil. Dalam rangka 
memenuhi hajat hidup yang bersifat materiil itulah maka masing masing pihak 
mengadakan perjanian atau akad seperti sewa-menyewa, jual beli dan lai-lain. 
Dalam Fiqh Islam sistem kontrak kerja atau perjanjian kerja adalah suatu 
akad yang mengharuskan salah satu pihak untuk bekerja, dengan sendirinya dalam 
rangka memberi manfaat (jasa) kepada orang lain dalam waktu yang telah 
ditentukan dan pihak lain tersebut harus memberi upah kepadanya.
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Dengan melihat perjanjian kerja yang dibuat antara karyawan dan 
perusahaan di PT.Citra Van Titipan Kilat, serta melihat pengertian kontrak kerja 
dalam konsep Islam maka penulis katakana bahwa sistem kontrak kerja atau 
perjanjian kerja tersebut termasuk dalam kategori Ijarah.  
Seorang pekerja/karyawan yang hendak bekerja di PT.Citra Van Titipan 
Kilat harus melalui prosedur-prosedur yang telah ditentukan oleh perusahaan dan 
prosedur pertama mengajukan surat lamaran.
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Surat lamaran adalah persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh seorang 
calon karyawan yang hendak bekerja di PT.Citra Van Titipan Kilat, Yang berarti 
mereka telah menyatakan kehendaknya sebelum akhirnya diwujudkan dalam 
catatan tertulis berupa kontrak kerja antara pihak perusahaan dan calon karyawan. 
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Terwujudnya kontrak kerja antara karyawan dan dengan pihak perusahaan 
adalah setelah kesepakatan-kesepakatan telah terwujud diantara keduanya, atau 
apabila di antara keduanya telah saling setuju mengenai beberapa hal yang harus 
dipenuhi oleh keduanya.  
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Perjanjian/kontrak kerja yang dilakukan antara pekerja dan perusahaan adalah 
menandakan adanya ikatan antara kedua belah pihak. Hal itu sesuai dengan 
konsep Islam bahwa konrak harus disertai dengan ijab qabul yang merupakan 
rukun perjanjian.  
Dalam melakukan suatu ijab qabul dapat dilakukan dengan berbagai cara 
seperti dengan lisan,tulisan, isyarat maupun perbuatan yang memberikan 
pengertian dengan jelas tentang adanya ijab qabul. 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan akad adalah kesepakatan 
antara dua orang yang didasarkan atas keridhoan keduanya dan tidak ada  unsure 
paksaan.   
Firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29: 
                             
                           
 
Terjemahnya:  
”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 




Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa perjanjian kerja tersebut 
dibuat untuk dan atas nama perusahaan dan pekerja, maka yang melaksanakan 
perjanjian kerja tersebut haruslah orang yang sudah dewasa yakni telah bisa 
membedakan antara yang baik dan yang buruk sehingga tidak ada kekeliruan dan 
tidak merasa saling dirugikan dengan adanya perjanjian yang telah disepakati. 
Untuk rukun yang kedua para ulama sepakat bahwa kedua belah pihak 
yang melakukan akad harus berkemampuan yaitu harus berakal dan dapat 
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membedakan antara yang baik dan yang buruk atau antara yang hak dan yang 
bathil, maka akadnya menjadi sah jika itu terpenuhi. Jika salah satu yang berakad 
itu gila atau anak yang masih yang belum dapat membedakan antara yang hak dan 
yang bathil maka akadnya tidak sah.
69
    
Barang yang dijadikan obyek perjanjian kerja adalah tenaga manusia, karena 
tanpa adanya obyek maka tidak akan terwujud suatu perjanjian atau akad. Hal ini 
dijadikan rukun agar kedua belah pihak mngetahui wujud barangnya,sifat,keadaan 
juga harganya. 
Apabila dalam kontrak kerja tidak diketahui apa jenis pekerjaan dan 
berapa upah yang akan diberikan kepada seorang pekerja dikhawatirkan akan 
terjadi unsur penipuan pada sewa menyewa. Jadi jual beli yang mengandung tipu 
daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual belikan tidak 
dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau 
karena tidak mungkin diserah terimakan, secara industrial dapat diartikan apabila 
dalam sistem kontrak kerja tidak diketahui apa jenis pekerjaannya berapa lama 
waktu yang diberikanserta berapa upah yang diberikan kepada seorang pekerja 
dikhawatirkan perjanjian seperti itu akan menimbulkan unsur penipuan. 
Dengan berbagai penjelasan diatas, tentang kontrak kerja dengan berbagai 
aspeknya penulis berpendapat  bahwa perjanjian kontrak kerja yang dibuat antara 
pihak perusahaan dan PT.Citra Van Titipan Kilat sesuai dengan hukum Islam. Hal 
itu juga dikuatkan dengan syarat-syarat yang berlaku di perushaan tersebut yaitu: 
1. Pekerja yang bekerja diperushaan tersebut tidak karena paksaan, 
maksudnya pekerja yang bekerja diperusahaan mereka memang 
membutuhkan pekerjaan dan penghasilan sedang pihak perusahaan 
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menerima karena memang memerlukan tenaga untuk kelangsungan 
perusahaan tersebut. 
2. Manfaat dari pekerjaan sudah diketahui yaitu tenaganya dapat digunakan 
untuk pengelolaan perusahaan. Dalam konsep Islam tentang perjanjian 
kerja, salah satu sahnya obyek perjanjian harus jelas manfaatnya. 
3. Objek dari perjanjian tersebut adanya tenaga manusia sebagai pekerja. 
Maka dalam hal ini, tenaga manusia adalah bukan sesuatu yang 
diharamkan, karena objek tersebut bukan sesuatu yang diharuskan, itu 
berarti sesuai dengan hukum Islam, yakni obyek sewa-menyewa itu 
haruslah sesuatu  yang halal bukan yang haram. Berarti perjanian tersebut 
sesuai dengan syariat Islam.  
Penulis menyimpulkan bahwa kontrak kerja yang dilaksnakan di PT.Citra 
Van Titipan Kilat sesuai dengan Hukum Islam, karena tlah memenuhi syarat dan 
rukun perjanjian kerja yang ada di dalam konsep Islam. Dan dalam Islam telah 
diatur sedemikian rupa tentang hukum Ijarah  yang dalam hal ini adalah menyewa 
tenaga manusia sebagai pekerja dibenarkan dalam Islam. Hal ini sesuai Firman 
Allah dalam QS. Al-Baqarah: 233. 
                                            
                         
Terjemahnya: 
”dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada 
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 
bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 
melihat apa yang kamu kerjakan”. QS.Al-Baqarah:233)
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 secara eskpilsit ayat tersebut menyatakan bahwa ada ganti rugi (nilai 
tukar) dari tenaga seseorang (air susu) wanita yang dipakai untuk kegunaan 
tertentu (memberi kias minum bagi seorang bayi). Dilihat dari airnya, air susu 
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adalah sebagian dari anggota tubuh juga merupakan sebagian dari unsure 
tubumanusia. 
 Jika dianalogikan dengan profesi seorang tenaga seorang pekerja juga 
merupakan bagian dari unsure tubuh manusia yang sifatnya immaterial, bisa 
dirasakan tetapi tidak bisa diraba.  
1. Pelaksanaan Kontrak kerja  
Dengan diadakannya kontrak kerja antara karyawan dengan perusahaan, 
maka sudah barang tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. 
Salah satu hak pekerja adalah menerima upah yang halal itu merupakan kewajiban 
perusahaan. 
Dalam kesepakatan kerja bersama disebutkan mengenai waktu di mana 
pekerja harus menjalankan kewajibannya, untuk bekerja yaitu selama 8 jam 
sehari.
71
 dengan adanya kesepakatan tersebut karyawan memenuhi kewajibannya 
sesuai dengan ketentuan. Hal  itu sesuai dengan hukum Islam bahwa keajiban 
pekerja adalah melaksanakan pekerjaannya.  
Firman Allah QS. An-Nahl ayat 93:  
                
Terjemahnya: 




Dengan adanya dalil diatas bahwa dalam Islam telah dielaskan mengenai 
kewajiban pekerja dalam melaksanakan tugasnya. 
PT.Citra Van Titipan Kilat dalam menjalakan kewajibannya sangatlah 
memperhatikan para pekerjanya, hal itu dapat dilihat dalam bekerja para karywan 
diberi waktu istirahat selam 1 jam yang diperkirakan cukup untuk waktu 
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makandan menjalankan kewajibannya yaitu shalat bagi karyawan yang beragama 
Islam. 
Shalat dalam Islam merupakan kedudukan yang paling utama dalam 
pembinaan kehidupan horizontal manusia. Seorang pekerja dan pimpinan yang 
rajin niscaya dijauhkan dari gangguan emosional dan tekanan jiwa. Aktifitas 
shalat bukanlah penyebat terhambatnya produktivitas, sebaliknya justru bisa 
menjadi pendrong menngkatnya gairah dan etos kerja yang tinggi. Dalam kondisi 




Bila pihak perusahaan merasa perlu untuk menambah jam kerja, maka 
diadakan jam kerja lembur yang harus dilakukan. Yaitu terhitung apabila melebihi 
jam kerja yang telah ditetapkan dalam kesepakatan kerja tersebut dan kerja lembur 
ini tidak ada unsure paksaan hanya bagi yang mau saja. Dengan adanya jam kerja 
lembur sudah barang tentu pekerja mendapatkan upah diluar gaji yang seharusnya 
dia terima.Adapun pada kondisi tertentu diatur oleh pihak perusahaan, yaitu pada 
kondisi tertentu perusahaan berhak meminta seorang karyawan bekerja diluar jam 
kerjanya atau pada waktu libur, dan karywan berhak mendapatkan upah sesuai 
ketentuan perintah.   
1. Pemberian upah  
Tujuan utama manusia bekerja adalah untuk mendapatkan penghasilan 
yang cukup untuk menghidupi dirinya serta keluarganya yaitu penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan. 
Pemberian upah di PT.Citra Van Titipan Kilat disesuaikan dengan macam 
tugas yang kerjakannya, jadi pemberian upah  yang berlaku menggunakan 
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golongan-golongan yang diperhitungkan menurut tingkat  pendidikan, jabatan dan 
masa kerja serta keahlian yang dimiliki.
74
 
Sistem upah yang berlaku menggunakan sistem bulanan yang disertai 
dengan uang lembur jika ada. Untuk penetapan upah bagi pekerja diapakai dasar 
peraturan yang berlaku di perusahaan PT.Citra Van Titipan Kilat, adapun upah 
yang ditetapkan oleh perusahaan telah disesuaikan dengan nominal UMR 
perbulan Kota Makassar sementara nominal upah kerja lembur diberikan pada 
karyawan oleh pihak perusahaan sesuai dengan jam kerja karyawan.
75
  
Dalam Islam seorang pekerja dibebankan pekerjaan karena ia telah 
menerima upah sebagai keuntungannya. Mengenai pembayaran upah harus 
disesuaikan dengan pekerjaanya karena terdapat perintah mengenai tentang hal 
tersebut. Mengenai pemberian upah adalah merupakan hak pekerja yang harus 
diterimanya, setelah akad perjanjian terajadi dan pekerja melaksanakan 
pekerjaannya sebagai kewajibannya. 
 
Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur‟an Surah At-Thalaq ayat: 6 
 
...             
Terjemahnya: 
 kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka 
berikanlah kepada mereka upahnya. (QS.At-Thalaq:6)76 
Dari pengertian dalil diatas, bahwa Islam sangat memperhatikan masalah 
kerja, karena bekerja adalah merupakan suatu kehormatan dan kemuliaan. Dengan 
bekerja seseorang dapat memperoleh hak miliknya yang merupakan hak asasi 
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manusia yang diakui Islam. Hal ini sangat tampak dalam pemberian upah yang 
sangat disegerakan untuk menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, 
begitu juga bisa di maksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. 
Upah yang diberikan kepada pekerja merupakan pekerjaan harga manfaat, 
sedangkan kerja itu mempunyai syarat harus diketahui dengan jelas dalam 
perjanjian.  
Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa pemberian upah yang 
berlaku di PT Citra Van Titipan Kilat sesuai dengan hukum Islam karena sudah 






















BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Sistem kontrak kerja atau perjanjian kerja di PT Citra Van Titipan Kilat 
antara perusahaan dan pekerja  pada dasarnya sudah sesuai dengan syarat-
syarat dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan pada pasal 54 Undang-
Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan 
perjanjian kerja sekurang-kurangnya memuat: identitas perusahaan, identitas 
pihak yang bekerja, mengatur hak dan kewajiban dan mengatur besarnya 
upah dan cara pembayarannya. Salah satu Bentuk sistem kontrak kerja atau 
perjanjian kerja di PT Citra Van Titipan Kilat dengan pekerja bersifat 
tertulis artinya perjanjian kerja dibuat bersama dengan adanya kata sepakat 
merupakan sahnya suatu kontrak kerja. Sebelum terjadinya hubungan kerja 
pekerja harus menandatangani blanko yang sudah disediakan pihak 
perusahaan. Sebelum pekerja menandatangani blanko tersebut pihak 
perusahaan memberikan kesempatan untuk mempelajari kontrak yang telah 
dibuat oleh perusahaan, sehingga kontrak kerja tersebut menggunakan asas 
kebebasan berkontrak. Dalam asas kebebasan berkontrak mengatur para 
pihak dapat menentukan bentuk dan isi suatu perjanjian. Dalam hal ini pihak 
perusahaan dapat menentukan sendiri isi perjanjian tersebut. Terbukti 
sebelum ditandatangani, pihak perusahaan memberikan kesempatan kepada 
calon tenaga pekerja untuk mempelajari isi kontrak. 
2. Dalam hukum islam mengenai perjanjian kerja atau sistem kontrak kerja 
baik secara lisan maupun tulisan yang terdapat di PT Citra Van titipan Kilat 
tidak melanggar hukum islam atau syariat. Dalam islam perjanjian secara 






isi dalam perjanjian itu sendiri, apakah perjanjian secara tertulis maupun 
lisan. Islam lebih mengutamakan unsure I‟tikad baik dari kedua belah pihak, 
akad dalam perjanjian itu sendiri, asal tidak adanya unsur pemaksaan dan 
harus sesuai dengan kemampuan, kedua belah pihak ridho dan sepakat, dan 
semua tergantung dengan akadnya. Perjanjian dalam islam digolongkan 
dalam hal sewa-menyewa, dimana akad itu dapat terlaksana dan dikatakan 
sah yaitu harus terpenuhi syarat dan rukun dari Ijarah 
. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Hubungan antara perusahaan dan karyawan sebaiknya dibina dengan baik 
bukan hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan, melainkan 
dibina dengan berdasarkan adanya kesadaran saling membutuhkan, 
perusahaan membutuhkan jasa dan tenaga dari pekerja atau karyawan 
untuk kemajuan perusahaan dan sebaliknya pekerja atau karyawan 
membutuhkan keberadaan perusahaan sebagai lapangan kerja demi 
pemenuhan kebutuhan hidup. 
2. Dinamika yang terjadi pada perusahaan sebaiknya dikomunikasikan 
kepada pekerja atau karyawan, menyangkut hal apapun yang secara 
langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan karyawan, seperti 
perubahan kebijakan, perubahan besaran upah dan aturan-aturan lainnya. 
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